PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
FERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR. 1 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEBING TINGGI
YANG BELUM MEMILIKI RUMAH JABATAN ATAU RUMAH DINAS

WALIKOTA TEBING TINGGI,

Menimbang .a. bahwa untuk melaksanakan Xetentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Femerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu
pemberian tunjangan perumahan bagi Pirapinan dan Anggota DPRD Kota
Tebing Tinggi yang belum memiliki rumah jabatan atau rumah dinas ;

b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat kerja DPRD Kota Tebing Tinggi
dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada tanggal 13 April 2010, maka
perlu melakukan penyesuaian terhadap bisaran tunjangan perumahan begi
Pimpinan dar. Anggota DPRD Kota Teb ng Tinggi yang belum memiliki
rumah jahatan atau nur ah dinas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu
menetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undeng Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

6. Undang-Undang..........



Menetapkan

6. Undang — Ul?dang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7. Undang — undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

8. Peraturan Pemerint~h Nomor 7 Tahur 1979 teatang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 1979 Nomor 12);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun
2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4540);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaoar 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pamerintahan Aniara Pemerinfah, Pemerintahan Dacrah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Pepublik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Per wvakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 22, Tamnbahan Iembaran Negara Nomor 5104);

13. Perawuran Menteri Dalam Negeri Nomor “ Tahun 2006 tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kecja Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kot Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota
Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Daerah Kota Tebing T inggi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi;

|5. Peraturen Walikota Tebing Tinggi Nomor 19 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarar.a Kerja Peme intahan Kota Tebing, Tinggi;

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN  WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KOTA TEBING TINGGI YANG BELUM MEMILIKI
RUMAH JABATAN DAN RUMAH DINAS.



Pasal |

Ketentuan Pasal 4 dalum Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pemberian Tunjangan Perumahan Ragi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota
Tebing Tinggi Yang Beluin Memiliki Rumah Jabatan dan Rumah Dinas diubzh
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

a. Turnjangan  Perumahan bagi Ketua  DPRD adalah sebesar
100 % x Rp. 48.00C.000,- = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta
rupiah ) / tahun.

b. Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua DPRD adalah sebesar
80 % x Rp. 48.000.000,- = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat
ratus ribu rupiah) / tahun.

¢. Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD  adalah  sebesar
75 % x Rp. 48.000.000,- = Rp. 36.000.0C0,- (tiga puluh enam juta rupiah) /
tahun.

Pasal 11
Peraturan Welikota ini berlku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 25 Mei 2010

WALIKOTA TEBING TINGGI
ttd.

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di I'ebing Tinggi
Pada tanggal 25 Mei 2010

Pit. SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
ttd.
AGUSSALIM PURBA
BERITA BDAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2010 NOMOR 6
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